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Penerapan Pajak Marketplace

Komisi XI Khawatir UMKM Bakalan Terganggu

ANGGOTA Komisi XI DPR
Kamrussamad meminta Peme-
rintah memberikan penjelasan
secara rinet terkait mekanisme
pemungutan pajak sebesar 0.3
persen melalui platform mar-
ketplace. Kebyjakan itu harus di-
kawal agar meningkatkan pener-
1N TICZAT LANpd Menggangey
darya belt masyarakat dan keber-
langsungan pelaku Usaha Mikro,
Keetl dan Menengah (UMKM).

Dia meminta Pemerintah me-
mastikan implementast kebijak-
an itu dilakukan dengan cermat
serta selalu mempertimbangkan
dampaknya bagi konsumen dan
pelaku usaha. Berbagai skenario
penerapan, polensi penerimaan
negara, serta total nilai transakst
setiap lahun harus dipaparkan
secara rinci agar pertumbuhan
ckonomi digital nasional tidak
sumpal lerganggu.

Kamrussamad menegaskan,
DPR mendukung upaya Peme-
rintah memperkual peneriman
negara duri ekonomi digital. No-
mun, kebijakannya harus disertai
mitigast, agar tidak menimbulkan
dampak negatil terhadap pelaku
usaha maupun konsumen, “Miti-
ast dirancang untuk meminimal-
kan efek buruk terhadap daya beli
masyarakat,” wamya di Gedung
Parlemen, Senayan, Jakarta, Ka-
mis (2/7/2026).

Menurutnya, ada pomn krusial
yang wajib jadi perhatian serius
dalamn kebijakan ini. Poin it yakni,
Pemerintah harus memastikan
kebijukan ini tidak menyebabkin
harga meningkat tajam. Karena
lonjakan harga bisa menurunkan
omizet pelaku usaha di marketplace
yang akhimya berdampak pada
pelenahan daya beli masyarakat

Mukanva, dia meminta Peme-
rintah menjeluskan secara rnc
sasaran Kebijakan ttu. Termasuk
kepastian apakah pungutan berliku
bugt seluruh pedagang dan semua
Jenis produk. “Kejelasan segmen
sangat dibutuhkan bag mdustri
UMKM dengan omzet terbatas
maupun sektor menengah sebelum
dampak negatifnya terlanjur dira-
sakan oleh konsumen,” ingatnya,

Wakil Ketua Komisi XI DPR
Fauzi H Amro menambahkan,
perluasan basis perpajakan sek-
tor ekonomi digital merupakan
langkah wajar seiring pesatnya
perkembangan transaksi market-
place. Namun, implementasinya
harus terukur dengan memper-
timbangkan kondist il pelaku
UMKM vang selama i1 jadi
penggerak ckonomi masyarakat,
dan tidak membeban mereka,

Dia bilang, kebijakan perpa-
Jakan akan jauh lebih mudah
diterima masyarakat apabila
diawali dengan sosialisasi yang
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Kamrussamad

menyeluruh: Direktorat Jenderal
Pajak (DIP) harts memastkan
seluruh pelaku UMKM mema-
hami mekanisme pemungutan
beserta hak dan kewajibannya
sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman di tengah masa
transisi kebyjakan,

Selaintu, sambungnya, proses
edukast kepada pelaku usaha hi-
us judi bagian utama dari transisi
kebijakan itu. Pasalnya, jutaan
UMKM memiliki karakenstik
berbeda, batk dart sisi omzet,
skala usaha, maupun kemam-
puan administrast. Karena itu,
pendekatan yang digunakan tidak
bisa disamaratakan begitu saja.

Kata Fauz, Pemenintah ha-
rus segera menyusun klasifikasi
yang jauh lebih jelas terhadap

kelompok usaha yang jadi objek
kebijakan. “Melalui segmentasi
yang tepat, pelaku usaha mikro
dan kecil ndak diperlakukan
sama dengan usaha skala besar
agar nial meningkatkan peneri-
maan negara tidak mematikan
UMEM.” ujarnya.

Lebih lanyut, dia menyoroti
prakik sebagian pelaku usaha
yang diduga memecah skala usa-
hanya demt menghindar kewa-
jiban perpajakan. Persoalan it
harus ditangan: seeara spesifik
melalul penguatan pengawasan
serta validasi data akurat, bukan
dengan menerapkan kebijakan
yang berdampak negatif kepada
seluruh pelaku UMKM nasional.

Sinergi erat antara pihak Peme-
rintah, DIP, platform marketplace,
dan juga para pelaku usaha, jadi
faktor utama agar kebijakan
berjalan efeknf, Komunikast dan
koordinast intensif sangat dibu-
tuhkan saat aturan i dijalankan,
agar tidak membuat pelaku usaha
kecil berhenti berkembang atau
bahkan sampai gulung tkar,

Dia kembali mengingatkan.
UMKM bukan hanya jadi tulang
punggung ekonomi nasional,
melainkan juga seklor penyerap
tenaga kerja terbesar. “Seluruh
kebijakan terkart sektor itu harus
mempertimbangkan dampaknya
bagi masyarakat dengan mem-

bentkan ruang wmbuh luas dun
kesadaran untuk ikut berkon-
tribust nyata lewal instrumen
pujak,” ucapnya.

Terkait kebijakan ini, Direktur
Jenderal Pajak Bimo Wijayanto
memastikan, pedagany kecil
di marketplace bebas dan Pa-
jak Penghasilan (PPh) Pasal
22 sebesar 0.5 persen. Penge-
cualian it berlaku khusus bagi
pedagang dengan omzet hingga
Rp 500 juta per tahun sesuai
Peraturan Mentert Keuangan
(PMK) 37 Tahun 2025,

Bimo menjelaskan, kebijakan
it tidak dimaksudkan untuk
membebani pelaku usaha kecil.
Pemerintah justru ingin mem-
berikan kepastian sekaligus per-
lindungan hukum bagi pedagang
beromzet rendah. “Pungutan PPh
Pasal 22 juga bukan jenis pajak
biaru karena bisa diperhitungkan
sebagai kredit pajak sesuai ke-
tentuan yang berlaku,” jelasnya.

Kebijakan pemungutan pajak
melalui marketplace mulai ber-
laku efekuif pada | Agustus 2026,
Dalam mekanisme ity platform
digital akan memungut PPh Pasal
22 sebesar (.5 persen dart pere-
daran bruto pedagang. Empat
platform ditunjuk Pemerintah
untuk memungut pajak secara
resm1, yakni Tokopedia, Shopee,
Lazady, serta Blibli. mpyg
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